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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum 

Berpoligami yang berjuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil 

Keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan 

Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13” ini merupakan 

hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu 

menceraikannya dalam hasil keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang 

bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan baḥsul 
al-masā’il  Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.  

Data dikumpukan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif 

dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori 

umum terkait pernikahan menurut baḥsul al-masā’il NU Kota Surabaya dalam 

menentukan hukum berpoligami dengan tujuan memperoleh anak lalu 

menceraikannya. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, poligami yang bertujuan 

memperoleh anak lalu menceraikannya itu diperbolehkan dalam hasil keputusan 

Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah 

Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13, selama (calon) suami-istri tidak 

menyebutkan persyaratan di dalam akad meskipun telah disepakati sebelum akad, 

akan tetapi sepantasnya hal itu dihukumi makruh. Kedua, poligami yang bertujuan 

memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan baḥsul al-masā’il 
Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di atas tidak sesuai hukum Islam karena poligami 

yang dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian 

(ta’liq) atau syarat diharamkan selamanya sesuai dengan nash yang jelas (sharih) 

ketentuan syariat dan para ulama pun bersepakat bahwa pernikahan yang seperti 

ini tidak diperbolehkan. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: 

pertama, PCNU Kota Surabaya dalam mengambil keputusan baḥsul al-masā’il 
harus menggunakan dasar-dasar hukum Islam yang benar dan 

mempertimbangankan kemaslahatan dalam menegakkan hukum sebagaimana 

semestinya; kedua, bagi orang yang ingin berpoligami seperti yang dijelaskan di 

atas seharusnya tidak merugikan pihak perempuan dengan menceraikannya 

setelah memperoleh anak karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah 

membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan raḥmah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnaḥtullāh yang menjadi dambaan pada 

semua makhluk Allah. Menyatukan antara laki-laki dan perempuan ialah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Agar nantinya akan memberikan 

sebuah keturunan yang akan terus berkembang.1 

Firman Allah Swt, dalam Surat Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi  
 

sebagai berikut: 

 وَمِنكُِلِ ِشَيْءٍِخَلَقْنَاِزَوْجَيْنِِلَعَلَّكُمِْتَذكََّرُونَِ
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah”.2 

 

Pada umumnya tujuan pernikahan sendiri bergantung pada individu 

masing-masing yang akan melaksanakan, namun tujuan yang banyak 

diinginkan oleh setiap manusia dalam melaksanakan pernikahan yakni untuk 

memperoleh keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat.3 

Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin karena telah 

terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga tercapailah kebahagiaan. 

Adapun tujuan dalam pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
1 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9. 
2 Departemen Agama RI, Alquran Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida’ (Jakarta: PT. Suara 

Agung), 522. 
3 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1..., 12. 
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1. Memperoleh dan Melangsungkan Keturunan. 

  Naluri untuk memperoleh keturunan juga dimiliki oleh pria 

ataupun wanita. akan tetapi, perlu diketahui bahwa, memiliki anak 

bukanlah suatu kewajiban tetapi suatu amanat dari Allah Swt. Walaupun 

dalam kenyataannya banyak seseorang yang ditakdirkan tidak memiliki 

anak. 

  Firman Allah dalam surat Asy-Syura: 49-50 yang berbunyi: 

كُورَِِِوَيَـهَبُِلِمَنِْيَشَاءاُلذِ اثِ يَـهَبُِلِمَنِْيَشَاءُإِناَِيَخْلُقُِمَايَشَاءُِِِۚللَِّهِِمُلْكُِالسَّمَاوَاتِِوَالَْْرْضِِۚ
اِِۚوَيَجْعَِِأَوِْيُـزَوِ جُهُمِْذكُْراَن اِوَإِناَث اِۖ﴾٩٤﴿ ﴾٠٥﴿ِعَلِيم ِقَدِيرِ إِنَّهُِِلُِمَنِْيَشَاءُِعَقِيم   

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan 

apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan 

kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki 

kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan 

kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang 

dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia 

kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa”.4 

 

2. Dapat Memenuhi Hasrat Manusia 

Setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai 

hasrat seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan 

melaksanakan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan hasyrat 

seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, begitu pula 

sebaliknya.5 

Firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah: 223 yang berbunyi: 

ِلَّكُمِْفأَْتوُاِ نِسَاِ  مُواِ ِحَرْثَكُمِْأنََّىِ ِؤكُُمِْحَرْث  تُمِْوَقَدِ  ُِسِكُمِْلَِِِْشِئـْ ن  

                                                           
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), 448. 
5 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat..., 13. 
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”Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 

maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja 

kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu...”6 

 

Pada umumnya perempuan berharap ia akan menjadi istri pertama dan 

terakhir bagi suaminya, menjadi satu-satunya yang menyayangi dan disayangi 

suaminya, dengan kata lain di suatu waktu nanti suami tidak akan menikah 

lagi dengan wanita lain. akan tetapi, dalam kenyataannya, suatu keinginan 

dan harapan tidak dapat terpenuhi seutuhnya, dan seiring berjalannya waktu, 

banyak wanita yang harus menerima kenyataan kalau suami menikah lagi 

dengan perempuan lain atau berpoligami. 

Poligami adalah laki-laki yang menikahi dua, tiga atau empat wanita, 

dan suami menyatukan wanita-wanita tersebut dalam satu waktu.7 Dalam 

Islam poligami telah diatur secara lengkap dan sempurna, akan tetapi jarang 

sekali seseorang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu 

menolong wanita. Kebanyakan dari mereka yang melakukan poligami karena 

hawa nafsu saja. Hal demikian sering terjadi di Indonesia khususnya. Karena 

itu, demi kemaslahatan umum diperlukan batasan-batasan yang harus di 

tetapkan dengan jelas dan tegas. 

Dalam Islam suami dibolehkan beristri lebih dari satu orang, dan 

batasan paling banyak yaitu empat orang istri, namun dengan syarat yang 

cukup berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya di perbolehkan 

beristrikan satu orang saja. 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 215. 
7 Mohammad Kholison, Fiqih Munakahat (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 44. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

Perihal ketentuan poligami diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1994 tentang perkawinan 

yang menganut asas monogami.8 Bagi suami beragama Islam yang 

menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan 

izin poligami kepada pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah dengan 

alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 

1974,9  

 yaitu: 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 

daerah tempat tinggalnya. 

(2)  Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;  

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.10  

 

Poligami secara global di dalam kenegaraan sering juga menimbulkan  

pro dan kontra dari berbagai kalangan. Karena, akan bersinanggungan dengan 

aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Khusus di negara Indonesia 

yang memang mayoritas penganutnya adalah agama Islam, perihal masalah 

poligami telah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagi Pegawai negri Sipil juga telah 

                                                           
8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 139. 
9 Mahkamah Agung RI, Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

(Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 135.   
10 Pasal 4 Undang-Undang  Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

 

diatur sendiri oleh aturan-aturan yang telah di tetapkan dengan 

dikeluarkannya PP.No.10/1993 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negri Sipil.11 

Di dalam masyarakat Islam poligami bukanlah hal yang baru, sebab 

Rasulullah saw. Telah melakukan dan juga merupakan gambaran poligami 

yang memperlihatkan misi kemanusiaan. Meski demikian poligami akan 

selalu memperlihatkan sisi perdebatan dan sumber perselisihan di dalam 

setiap keluarga Islam yang melakukannya. 

Salah satu alasan seorang suami melakukan poligami diantaranya 

karena istrinya yang belum bisa memberikan keturunan. Padahal mempunyai 

keturunan dari sebuah pernikahan merupakan dambaan bagi setiap pasangan 

suami istri. Atas lahirnya seorang anaklah diharapkan akan menjadi penerus 

keturunan selanjutnya. Selain itu, lahirnya anak dipercaya sebagai sumber 

kebahagiaan keluarganya, anak sering kali menjadi penyambung kasih sayang 

antara suami istri. Akan tetapi ada juga pasangan suami istri yang agak 

sedikit kesulitan dalam mendapatkan keturunan meskipun sudah berusaha 

dengan berbagai macam cara, sehingga sang istri menyarankan suaminya 

untuk berpoligami dengan tujuan agar dapat memperoleh keturunan. Akan 

tetapi sang istri memberikan syarat kepada sang suami, setelah memperoleh 

anak dari istri kedua nanti, maka sang suami diminta untuk menceraikan istri 

keduanya, karena memang tujuan dari pernikahan tersebut tidak lain hanya 

agar memperoleh anak dari istri kedua. 

                                                           
11 Madjfuk Zuhdi, Masaill Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: Haji Mas Agung, 

1994), 12. 
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Di dalam kasus yang seperti ini, menurut hasil keputusan baḥtsul al-

masā’il NU Kota Surabaya selama persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad, 

maka tidak apa-apa, namun sepantasnya hal itu dihukumi makruh.  

Dari pemaparan latar belakang di atas, alasan penulis ingin mengkaji 

lebih dalam mengenai masalah tersebut karena tertarik dengan pernikahan 

yang bersyarat, dan akan saya bahas dengan judul, ” Analisis Hukum Islam 

Terhadap Hukum Berpoligami Yang Bertujuan Memperoleh Anak Lalu 

Menceraikannya Dalam Hasil Keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo 

Surabaya 31 Januari 2006 No 13”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang hukum 

berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam 

hasil keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 

2006 No 13 yang dianalisis menggunakan Hukum Islam. Dengan 

demikian, dari uraian yang telah dipaparkan diatas berdasarkan latar 

belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

a. Tidak tercapainya suatu tujuan pernikahan. 

b. Alasan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif. 
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c. Tinjauan hukum Islam terhadap poligami bersyarat. 

d. Hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu 

menceraikannya dalam hasil  keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. 

e. Analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang bertujuan 

memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil  keputusan 

Lembaga Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. 

2. Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka untuk memberikan arah 

yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-

masalah berikut ini: 

a. Hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu 

menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal 

Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13. 

b. Analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang bertujuan 

memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga 

Baḥsul Al-Masā’il Nahḍatul Ulamā’ Kota Surabaya di Yayasan 

Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

terdapat dua rumusan masalah, yaitu; 
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1. Bagaimana hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu 

menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal 

Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang 

bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan 

Lembaga Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan 

Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13?  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini akan membahas perbedaan dan persamaan bidang 

kajian antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan 

untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti 

sebelumnya. 

Adapun pembahasan mengenai poligami sebagaimana yang sudah 

dibahas, antara lain: 

1. Ahmad Makki dalam tesisnya yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam 

Poligami Perspektif Maqāṣid al-syarīʿah  Menurut Al-Syatibi”. Didalam 

penelitian tesis ini menjelaskan tentang bagaimana keadilan yang menjadi 

syarat berpoligami menurut Al-Syatibi. Islam tidak dengan mudah 

mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai keadilan dalam berkeluarga, karena ini menyangkut dengan 

harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap 
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keadilan suaminya.12 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian terdahulu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam 

berkeluarga menutut Al-Syatibi, sedangkan penelitian ini peneliti  lebih 

menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan 

menurut baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.  

2. Hijrah dalam tesisnya yang berjudul “Pemikiran Quraish Shihab Tentang 

Poligami”. Dalam penelitian tesis ini menjelaskan hukum poligami boleh 

akan tetapi dengan syarat, artinya hukum poligami akan menjadi haram 

jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan teori 

yang menyatakan bahwa hukum poligami sunnah asalkan adil, artinya 

hanya adil syaratnya. Tetapi adil saja tidak cukup menurut Quraish Shihab 

karena masih ada syarat lain yang harus dipenuhi, dan itupun dalam 

keadaan benar-benar  darurat.13 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami dengan 

pendekatan pendapat ulama. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

peneliti terdahulu lebih menitik beratkan syarat-syarat poligami menurut 

Quraish Shihab, sedangkan penelitian ini peneliti  lebih menitik beratkan 

pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan menurut baḥsul al-

masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.  

                                                           
12 Ahmad Makki, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqosid As-Syariah Menurut Al-

Syathibi” (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017). 
13 Hijrah, “Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami” (Tesis--IAIN, Mataram, 2017). 
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3. Abdurrahman Saleh Bugis dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan 

MUI Jakarta Utara Tentang Poligami” dalam penelitian skripsi ini 

menjelaskan mengenai hukum berpoligami menurut beberapa ulama MUI 

Jakarta Utara, diantaranya menyebutkan bahwa hukum poligami adalah 

Rukhsah yaitu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, dan 

diantaranya menyebutkan Azimah yaitu poligami bisa dilakukan kapanpun 

walaupun tidak dalam kondisi darurat atau rumah tangga dalam keadaan 

baik-baik saja.14 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami dengan pendekatan 

pendapat ulama. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

peneliti terdahulu lebih menitik beratkan hukum poligami menurut 

pandangan MUI Jakarta Utara, sedangkan penelitian ini peneliti  lebih 

menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan 

menurut baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.  

4. Muhammad Salman Al-Farisi dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan 

‘Aisyiyah Tentang Poligami” dalam penelitian skripsi ini ‘Aisyiyah 

sebagai salah satu ormas perempuan besar di indonesia berpendapat bahwa 

dalam konteks Asbabul Nuzul QS. An-nisa [4]: 3, poligami dibolehkan 

karena zaman tersebut manfaatnya sangat cocok sebagai solusi darurat di 

waktu itu. Poligami diperbolehkan asalkan ada unsur darurat sosial dan 

kebermanfaatanya. Apabila alasan poligami tentang dakwah dan 

                                                           
14 Abdurrahman Saleh Bugis, “Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami” (Skripsi--UIN 

Syarif Hidatatullah, Jakarta, 2014). 
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memberdayakan populasi perempuan yang lebih banyak, justru 

memberdayakan perempuan sekarang ini tidak perlu dinikahi, cukup 

dibantu atau disantuni. Akan tetapi ‘Aisiyah memandang perempuan saat 

ini sudah dianggap tangguh dalam mencari nafkah.15 Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang 

poligami dengan pendekatan ulama. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

peneliti terdahulu menggunakan konsep poligami menurut ‘Aisyiyah, 

sedangkan penelitian ini peneliti  lebih menitik beratkan pada konsep 

poligami untuk memperoleh keturunan menurut baḥsul al-masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. 

5. Ade Irma Imamah dalam skripsinya yang berjudul ”Konsep Keluarga 

Sakinah Bagi Perkawinan Poligami” dalam penelitian skripsi ini 

menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

masyarakat melakukan perkawinan poligami. Seperti faktor pemahaman 

keagamaan, faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, 

dan faktor biologis.16 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

peneliti terdahulu menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan poligami, sedangkan 

                                                           
15 Muhammad Salma Al-Farisi, “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami” (Skripsi--UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 
16 Ade Irma Imamah, “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami” (Skripsi--Universitas 

Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015). 
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penelitian ini peneliti  lebih menitik beratkan pada konsep poligami untuk 

memperoleh keturunan menurut baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya. 

Melihat pada penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, 

maka dapat terbukti bahwa penulis tidak melakukan pengulangan ataupun 

plagiasi. Sehingga skripsi ini dapat membedakan dengan skripsi atau 

penelitian terdahulu dikarenakan topik, obyek serta rumusan masalah yang 

berbeda. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini, ialah: 

1. Mengetahui hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu 

menceraikannya dalam hasil keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal 

Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13. 

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap terha hukum berpoligami yang 

bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan 

Lembaga Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan 

Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca 

dan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam masalah 

poligami di dalam perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

semoga dapat menjadi literatur dan dorongan untuk mengkaji lebih dalam 

lagi tentang poligami. 

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian mengenai perkawinan poligami ini 

merupakan salah satu persyaratan mengikuti studi S-1 fakultas Syariah dan 

Hukum prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri Surabaya 

dan dapat dijadikan wacana pengetahuan untuk mengembangkana 

keilmuan di masyarakat secara luas. 

 

G. Definisi Operasional 

 Pembuatan definisi operasional ini bertujuan agar lebih memudahkan 

pembaca dalam memahami kata maupun istilah asing yang ada di dalam judul 

skipsi ini, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.17 Hukum Islam 

                                                           
17 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 5. 
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yang dimaksud penulis dalam skripsinya adalah menggunakan pendapat 

dari madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab 

Syafi’i, dan KHI. 

2. Poligami Bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya. 

Poligami dapat diartikan dengan perkawinan antara laki-laki dengan 

lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki 

menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu. 

Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa 

poligami memiliki lebih dari satu orang istri atau melakukan madu 

terhadap beberapa orang istri.18 

Perceraian ialah suatu perkawinan yang dapat putus dan berakhir 

karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami 

terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, 

atau karena sebab-sebab lain.19 

3. Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. 

Baḥsul Al-Masā’il adalah salah satu forum diskusi ilmiah 

keagamaan dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya sebagai 

sarana untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika hukum 

yang muncul dalam kehidupan masyarakat Surabaya khususnya dan kaum 

muslimin secara menyeluruh pada umumnya. 

                                                           
18 Chandra Sabtia Irawan, Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami (Yogyakarta: Al-

Naba’ Islamic Media, 2007), 20. 
19 Abd. Rohman Ghozaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 190. 
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Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan ke-Islaman, 

organisasi ini dirintis para kiai yang berpaham Ahlussunnah Wal Jama’ah, 

sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam 

tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan merujuk salah satu Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, 

Syafi’i dan Hambali) serta berkhidmat kepada bangsa.20 

 

H. Metode penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.21 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan ( field research ) 

yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung 

dari pengamatan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian.22 

Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada data deskripsi berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 

 

                                                           
20 H. Umar Burhan, Hari-Hari Sekitar Lahir NU (Jakarta: Aula, 1981), 21. 
21 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116. 
22 P. Joko Sabagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

82. 
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2. Data yang Dikumpulkan 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat 

penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut meliputi: 

a. Data tentang gambaran umum Lembaga Baḥsul Al-Masā’il. 

b. Data tentang deskripsi hasil keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. 

3. Sumber Data 

Dalam mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

digunakan dua sumber data, yaitu: 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung 

dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang kongkrit.23 Data yang diperoleh dari hasil 

keputusan lembaga baḥsul al-masā’il dan sekretaris atau tokoh lembaga   

baḥsul al-masā’il NU Kota Surabaya. 

b. Sumber sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan 

telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi,  

meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, kitab-kitab, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya. Fungsi 

dari data skunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam 

                                                           
23 Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Prenanda Media Group, 

2005), 55. 
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“petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Adapun yang termasuk 

data skunder adalah sebagai berikut: 

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2) Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. 

3) Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1. 

4) Mohammad Kholison, Fiqih Munakahat. 

5) Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini 

tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.24 

Pengumpulan data penelitian ini  dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Wawancara kepada tokoh penerbit buku Keputusan Hukum Islam 

Aktual yang diterbitkan oleh Tim Lembaga baḥsul al-masā’il Nahdlatul 

Ulama Kota Surabaya. 

b. Mencari data dari buku-buku, kitab dan lain-lain termasuk 

dokumentasi. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Selanjutnya setelah data sudah dikumpulkan, maka akan diperlukan 

adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

                                                           
24 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 224. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

 

 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dan berbagai segi yang 

meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.25 Memeriksa 

kembali semua data yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara 

mengenai keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 

diperoleh.26 Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah dalam 

mengatur dan menyusun data yang sudah diperoleh dalam kerangka 

paparan yang direncakan kemudian dikonfirmasikan dengan rumusan 

masalah. Peneliti mengatur dan menyusun data tentang hukum 

berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya 

dalam hasil  keputusan lembaga baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama 

Kota Surabaya. 

c. Analizing, yaitu Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan 

tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian 

ilmiah. Oleh karena itu, analisis data ini berguna untuk memberi arti, 

makna dan nilai yang terkandung dalam data.27 Dalam hal ini, penulis 

                                                           
25 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
26 Syamsuddin, Operasional Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 154. 
27 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan 

Metodologi Penelitian (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11. 
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menganalisis data tentang hasil keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul 

Ulama Kota Surabaya dalam menentukan hukum berpoligami dengan 

tujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dari sumber-sumber yang 

dikumpulkan melalui tahapan-tahapan di atas. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang 

penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Oleh karena 

itu, analisis data ini berguna untuk memberi arti, makna dan nilai yang 

terkandung dalam data. Setelah seluruh data terkumpul, penyusun 

berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisa sehingga kesimpulan dapat 

diperoleh. Yang dipakai dalam analisis deskriptif dengan pola pikir 

deduktif. Pola pikir deduktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu 

kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.28 

Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam fiqh, KHI dan UU 

dijadikan sebagai fatwa atau pedoman untuk menganalisis pernikahan 

poligami. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian itu ditata dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar 

belakang, idenfikasi dan batasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

                                                           
28 Ibid., 36. 
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penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, yaitu berupa poligami dalam hukum Islam. Bab ini berisi 

teori yang menguraikan tentang pengertian poligami, sejarah poligami, dasar 

hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan poligami, hikmah poligami, 

tujuan poligami, dan pandangan ulama’ dalam poligami. 

Bab ketiga, yaitu hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak 

lalu menceraikannya dalam hasil keputusan lembaga baḥsul al-masā’il 

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya”, yang merupakan deskripsi dan penyajian 

data penelitian tentang gambaran umum Nahdlatul Ulama (NU) Kota 

Surabaya, serta deskripsi mengenai hasil keputusan baḥsul al-masā’il yang di 

dalamnya meliputi langkah-langkah dalam penentuan hukum dan data tentang 

keputusan. 

Bab keempat, yaitu berupa analisis hukum Islam terhadap hukum 

berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam 

hasil keputusan lembaga baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. 

Bab ini berisi analisis intuk menjawab rumusan masalah mengenai terhadap 

hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya 

dalam hasil keputusan lembaga baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 

2006 No 13. 

Bab kelima, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir 

dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.
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  BAB II  

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Poligami dalam Islam 

1. Pengertian Poligami 

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata “polus” yang 

artinya banyak, dan kata “gamos” yang artinya perkwinan. Apabila jika 

pengertian ini digabungkan, maka akan berarti suatu perkawinan yang 

banyak dan bisa dikatakan lebih dari seseorang. Bisa dikatakan seorang 

laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang istri dalam waktu yang 

bersamaan, atau seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami dalam 

waktu yang sama, pada dasarnya disebut poligami.1 

Poligami ialah seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. 

Atau seorang laki-laki  beristri lebih dari satu orang, akan tetapi dibatasi 

maksimal empat orang.2 Menurut Sayyid Qutub yang dikutib oleh 

Khutubuddin Aibak yaitu, poligami adalah suatu perbuatan rukhsah yang 

bisa dilakukan pada keadaan darurat dan benar-benar mendesak. 

Kebolehan ini disyaratkan harus dapat berbuat adli terhadap para istri-istri 

dibidang nafkah, mu’amalah, pergaulan dan pembagian di waktu malam. 

Apabila calon suami tidak sanggup berbuat adil, maka cukup baginya 

menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat 

                                                           
1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 351. 
2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 129.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

 

 

adil, maka diperbolehkan berpoligami dalam batasan maksimal empat 

orang istri.3 

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memberikan sebuah pilihan 

terhadap laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak 

mampu berbuat adil karena keyatimannya, atau menikahi perempuan yang 

disenanginya sampai berjumlah empat orang istri. Akan tetapi, apabila 

takut tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang 

perempuan atau hamba sahaya, karena itu menjauhkan diri dari berbuat 

aniaya.4 

Adapun yang menjadi sebab turunnya ayat ini ialah ketika waktu itu 

ada seorang laki-laki yang menguasai anak yatim, yang kemudian 

dinikahinya. Dia mengadakan perserikatan harta untuk begadang dengan 

wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh karena itu, di 

dalam perkawinan dia tidak memberikan apa-apa dan menguasai seluruh 

harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan 

sama sekali terhadap harta yang miliknya yang telah diserikatkan. 

Sehubungan dengan itu Allah swt menurunkan ayat ke-3 dalam surah an-

Nisaa’ sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi 

anak-anak yatim.5 

Allah Swt membolehkan poligami maksimal 4 orang istri dengan 

syarat adil kepada istri-istri mereka. Diantaranya adil dalam melayani istri, 

                                                           
3 Khutubuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2009), 74. 
4 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155. 
5 A. Mujab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur’an (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2002), 206. 
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seperti dalam urusan nafkah, tempat tinggal, pakain, giliran dan semua hal 

yang bersifat lahiriyah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup memiliki 

satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, surat 

An-Nisa’: 3 yang berbunyi: 

ِوَِِثُلََثَِوَِِربُاَعَِِِِۖ ِفاَنْكِحُواِمَاِطاَبَِلَكُمِْمِنَِالن ِِسَاءِِمَنـْنَىِ  ِتُـقْسِطوُاِفِيِالْيـَتَامَىِ  تُمِْأَلاَّ ِْ وَإِنِْخِ
ِأَلاَِّتَـعُولُوا لِكَِأدَِْنَىِ  ِتَـعْدِلُواِفَـوَاحِدَة ِأَوِْمَاِمَلَكَتِْأيَْمَِانكُُمِِِْۚذَِ  تُمِْأَلاَّ ِْ  فإَِنِْخِ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 

empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat  berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.6 

 

2. Sejarah Poligami 

Tidak sedikit orang yang salah dalam memahami tentang poligami. 

Mereka menganggap Islam lah yang membawa ajaran poligami, bahkan 

ada juga yang berpendapat dengan tegas jika bukan karena Islam, dalam 

sejarah manusia poligami tidak akan dikenal. Pendapat yang demikian 

sangatlah keliru, lebih tepatnya berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, 

manusia dipenjuru dunia telah mengetahui dan mempraktekkan poligami.7 

Pendapat selama ini bahwa ajaran Islam yang membawa aturan 

poligami adalah kurang tepat, sebenarnya sistem poligami ini hingga 

dewasa saat ini masih terus tersebar pada beberapa bangsa yang tidak 

beragama Islam, seperti : orang-orang asli Afrika, Hindu, India, Cina dan 

Jepang. 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Mahkota, 1989), 123. 
7 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan 

Gender dengan Solidaritas Perempuan dan The Foundation, 1999), 3. 
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Dan juga tidak benar, apabila dikatakan bahwa poligami hanya untuk 

kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja.8 Sebenarnya sistem 

poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan bangsa-bangsa yang 

telah maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa-bangsa yang masih 

primitif sangatlah jarang sekali, bahkan dikatakan tidak ada. Hal ini diakui 

oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan, seperti: Westermark, Hobbers, 

Heler dan Jean Bourge.9 

Di negara barat, banyak orang yang membenci dan menentang 

poligami. Kebanyakan bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami 

adalah tindakan yang tidak bermoral karena dianggap sebagai perbuatan 

yang cabul. Akan tetapi, pada kenyataannya justru menunjukkan lain. Di 

negara barat, praktik-praktik poligami terjadi kian merajalela diluar 

perkawinan. Hal yang seperti ini sudah lama terjadi sejak dahulu, dan 

sudah bukan jadi rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, 

Rechlieu, dan Napoleon 1, adalah contoh dari beberapa kalangan orang-

orang besar di Eropa yang melakukan poligami secara illegal. Bahkan, 

pendeta-pendeta Nasrani yang telah  mengucap sumpah tidak akan 

melakukan perkawinan selama masa hidupnya, mereka sudah tidak malu 

lagi dengan kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin yang 

sederhana dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.10 

Menurut Supardi Mursalin, bahwa bangsa barat purbakala poligami 

dianggap sebagai suatu yang biasa, karena banyak dilakukan oleh raja-raja 

                                                           
8 Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, terj. Muhammad Thalib (Bandung: FT. Al-Ma’arif, 1997), 190. 
9 Terj. Moh. Thalib, Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq (Bandung: Alma’arif, 1990), 170. 
10 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat...., 353. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 

 

 

yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang beranggapan 

sebagai perbuatan yang suci. Orang Hindu sendiri melakukan poligami 

sejak zaman dahulu dan telah tersebar luas. Begitu juga orang media 

dahulu kala, Babilonia, Assiria, dan Parsi tidak membatasi mengenai 

berapa jumlah wanita yang ingin dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang 

Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini para wanita yang ia suka 

sebanyak-banyaknya. Di kalangan bangsa Israil, sebelum zaman Nabi 

Musa a.s. poligami sudah ada, yang kemudian menjadi kebiasaan adat 

yang bisa dilanjutkan tanpa ada batasan berapa jumlah wanita yang boleh 

diperistri oleh seorang laki-laki. 

Sedangkan Talmud membatasi jumlah wanita yang diperistri sesuai 

dengan kemampuan suami memelihara dengan baik. Meskipun para Rabbi 

memberi nasihat agar tidak memiliki istri lebih dari empat orang.11 

Pada saat Islam datang, kebiasaan poligami tidak langsung 

dihapuskan. Namun, setelah adanya ayat yaang menyinggung tentang 

poligami diwahyukan, maka Nabi saw. Langsung melakukan perubahan 

sesuai dengan petunjuk ayat. 

Pertama, dengan cara membatasi jumlah istri paling banyak empat 

orang saja. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut. 

ِأَسْلَمَِوَلَهُِعَشْرُِنِِسْوَةٍِفِىِالْجَاِهِلِيَّةِِفَأَسْلَمِْنَِمَِعَهُِ ِِىَّ عَنِِابْنِِعُمَرَِأَنَِّغَيْلََنَِبْنَِسَلَمَةَِالنّـَقَ
هُنَِّ  فَأَمَرهَُِالنَّبِى ِ-صلىِاللهِعليهِوسلم-ِأَنِْيَـتَخَيّـَرَِأرَْبَـع اِمِنـْ

“Dari Ibnu ‘Umar radiyallahu ‘anhuma: “bahwasanya Ghailan ibnu 

Salamah Ats-Tsaqafiy masuk Islam sedangkan ia mempunyai 

sembilan istri yang juga bersamanya. Maka Nabi saw, 

                                                           
11 Ibid., 355. 
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memerintahkannya untuk memilih enpat orang diantaranya (dan 

menceraikan sisanya)”.12 
 

Kedua, menetapkan syarat yang adil bagi poligami, yaitu harus 

mampu berlaku adil. Bersikap adil terhadap Istri adalah suatu keharusan 

bagi seorang suami, yaitu adil dan sesuai atau sama rata dalam hal-hal 

mengenai nafkah, tempat tinggal, pergaulan yang baik, bertanggung jawab 

dalam kewajiban-kewajiban istri dan memberikan hak-hak istri, adapun 

mengenai masalah kecintaan hati, tidak termasuk sesuatu yang dituntut 

harus adil, karena tidak ada satu manusiapun yang mampu mengatasi 

kecintaan dalam hatinya (adil dalam cinta).13 sebagaimana dijelaskan 

dalam al-Qur’an: 

ِوَلَنِْتَسْتَطِيعُواِأنَِْتَـعْدِلُواِبَـيْنَِالنِ سَاءِِوَلَوِْحَرَصْتُمِْۖ  
 “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian” (QS. al-

Nisa’ ayat 129)14 

 

Dengan demiikian, sangat terlihat bahwa praktek tentang poligami di 

masa Islam sangatlah berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. 

perbedaan itu terlihat jelas pada dua hal. Pertama, pada pembatasan 

maksimal memiliki istri, dari yang semula tidak ada batasan jumlah 

menjadi dibatasinya maksimal hanya empat. Kedua, pada syarat poligami, 

yaitu harus mampu bersikap adil. Sebelumnya, poligami belum mengenal 

syarat apapun, termasuk dalam keadilan. Akibatnya poligami banyak 

menimbulkan penderitaan bagi kaum wanita, karena para suami yang 

                                                           
12 Muhammad bin Isa Abu Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi (Beirūt: Dār Ihyaturazil Arabi), 435. 
13 Mohammad Kholison, Fiqih Munakahat (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 48. 
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 87. 
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melakukan poligami tidak terikat pada sikap keharusan berlaku adil, 

sehingga mereka sering berlaku semena-mena mengikuti luapan nafsunya. 

Islam datang untuk menetralisir mengenai tradisi poligami yang 

terdapat pada bangsa-bangsa dunia khususnya bangsa Arab Jahiliyah. 

Dengan adanya sistem poligami dalam ajaran Islam, merupakan suatu 

karunia terbesar bagi kehidupan manusia, karena dapat menghindari dari 

perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang buruk dalam 

masyarakat yang mengakui poligami.15 Islam memberikan batasan jumlah 

dalam poligami yang tidak melebihi dari empat orang istri dan sesuai 

kemampuan seorang suami dari jumlah nafkah yang di tanggungnya. Jadi 

anggapan yang mengatakan bahwa agama Islam yang membawa ajaran 

poligami adalah tidak benar. Justru agama Islamlah yang datang dengan 

membawa perubahan-perubahan yang radikal terhadap pelaksanaan 

poligami. 

3. Dasar Hukum Poligami 

Dalam Islam membolehkan laki-laki melakukan poligami sebagai 

jalan keluar atau sebagai alternatif untuk menyalurkan hasrat seks seorang 

laki-laki  atau sebab-sebab lain yang mengganggu batinnya agar tidak 

terjerumus dalam perzinahan atau aturan yang sudah jelas dilarang oleh 

agama. Karena sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami 

jauh dari terjerumusnya dalam jurang maksiat yang dilarang oleh agama 

Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh menikah lagi 

                                                           
15 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat...,360. 
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(poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.16 Dasar pokok dibolehkannya 

poligami berdasarkan firman Allah Swt. 

ِتُـقْسِطوُاِفِيِالْيـَتَامَىِ  تُمِْأَلاَّ ِْ وَثُلََثَِوَربُاَعَِِِۖلنِ سَاءِِمَنـْنَىِ فاَنْكِحُواِمَاِطاَبَِلَكُمِْمِنَِاِوَإِنِْخِ  
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 

empat...17 

Sebab Turunnya Ayat Ini 

Bukhari, Abu Daud, Nasa’i dan Tirmidzi dari ‘Urwah bin Zubair, 

bahwa ia bertanya kepada ‘Aisyah istri nabi saw, tentang ayat diatas: 

Kemudian jawabnya: “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini 

maksudnya anak perempuan yatim yang dibawah asuhan walinya punya 

harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya, dan hartanya serta 

kecantikannya membuat pengasuh yatim ini senang kepadanya, ia ingin 

menjadikan perempuan yatim ini sebagai istrinya, tapi tidak mau memberi 

maskawin kepadanya dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama 

dengan yang diberikan kepada kepada perempuan lain. Karena itu 

pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali 

kalau mau berlaku adil kepada mereka ini dan memberikan maskawin 

kepada lebih tinggi dari biasanya. Dan mereka kalau tidak dapat berbuat 

demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan-perempuan lain 

yang disenanginya.18 

                                                           
16 Ibid., 358. 
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 163. 
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-Kattan (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), 56. 
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Menurut Urwah, bahwa Aisyah mengatakan: Kemudian orang-orang 

bertanya kepada Rasulullah setelah ayat ini turun tentang kawin dengan 

anak-anak perempuan yatim yang Ada dalam asuhannya. Maka turunlah 

ayat:  

تُونَكَِفِيِالنِ سَاءِِۖ ِْ ىِالنِ سَاءِِعَلَيْكُمِْفِيِالْكِتَابِِفِيِيَـتَامَِِلَىِ تِيكُمِْفِيهِنَِّوَمَاِيُـتِـْقُلِِاللَّهُِيُـِِِْوَيَسْتـَ
كُِتِبَِلَهُنَِّوَتَـرْغَبُونَِأَنِْتَـنْكِحُوهُنَِّ تِيِلَاِتُـؤْتوُنَـهُنَِّمَا  اللََّ

”Mereka bertanya kepadamu mengenai masalah perempuan. 

Katakanlah Allah memberikan nasihat kepadamu tentang urusan 

mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an 

tentang anak-anak perempuan yatim yang tidak engkau berikan 

kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, padahal kamu 

ingin untuk mengawini  mereka”. (An Nisa' ayat127)19 

 

Ada beberapa perkara dan kondisi yang dapat mengubah hukum 

poligami menjadi sunnah, makruh, dan haram. Diantaranya ialah sebagai 

berikut: 

a. Apabila ada seorang laki-laki yang sangat membutuhkan istri lagi. 

Artinya, apabila dengan satu istri si suami belum bisa menjauhkan diri 

dari suatu hal yang tidak halal, atau si istri pertama mempunyai suatu 

penyakit yang berkepanjangan atau mandul, sehingga belum dapat 

memberikan keturunan, sedangkan suami sangat berharap dapat 

memiliki buah hati, dan suami berkeyakinan mampu bersikap adil 

apabila mempunyai istri lebih dari satu, maka dalam kondisi ini 

poligami disunnah kan, karena didalam perkara tersebut terdapat 

maslahat yang disyariatkan. Inilah yang dilakukan sebagian besar 

sahabat, tabi’in, dan orang-orang yang datang setelahnya. 

                                                           
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 49. 
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b. Apabila seorang laki-laki menghendaki poligami hanya karena 

bersenang-senang dan dia sendiri merasa ragu dalam bersikap adil 

kepada istri-istri, maka dalam kondisi seperti ini makruh berpoligami, 

karena dia bukan termasuk orang yang membutuhkan poligami, karena 

dapat memberikan dampak negatif. Hal ini dikarenakan 

ketidakmampuan dalam bersikap adil terhadap istri-istrinya. 

c. Apabila seorang lelaki yakin bahwa dirinya tidak mampu bersikap adil 

kepada istri-istrinya, karena dia lemah atau karena tidak percaya diri, 

atau termasuk dalam laki-laki miskin, maka berpoligami dalam kondisi 

seperti ini dia haram untuk berpoligami; karena apabila ia berpoligami 

dalam keadaan seperti ini akan menambah derita terhadap orang lain.20 

4. Syarat-syarat Poligami 

Dalam membahas tentang apa saja syarat-syarat poligami, maka 

perlu diketahui bahwa poligami itu disyaratkan di dalam al-Qur’an tentang 

keharusan suami harus berlaku adil kepada istri-istri mereka. Islam  

membolehkan melakukan poligami dengan batasan atau syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Maksimal empat orang 

  Dalam ajaran Islam hanya diperbolehkan seorang laki-laki boleh 

melakukan poligami maksimal dengan empat orang istri saja. 

 

 

                                                           
20 Mohammad Kholison, Fiqih Munakahat..., 45. 
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b. Adil terhadap semua istri 

Allah swt, telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin 

berpoligami hendaknya agar belaku adil. Firman Allah dalam Surat An-

Nisaa’ 3 yang berbunyi: 

ِتُـقْسِطوُاِفِيِالْيـَتَامَىِ  تُمِْأَلاَّ ِْ وَثُلََثَِوَربُاَعَِِِۖلنِ سَاءِِمَنـْنَىِ فاَنْكِحُواِمَاِطاَبَِلَكُمِْمِنَِاِوَإِنِْخِ  
 

 “Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja”.21 

 

Apabila kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap empat 

istri, mana nikahilah tiga saja, jika masih tidak mampu, dua saja, dan 

jika tidak sanggup, maka nikahilah satu istri saja atau hamba-hamba 

sahaya yang kamu miliki. 

Ayat di atas menyatakan bahwa jika kamu khawatir akan tidak 

dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (yang kamu pelihara lalu 

kamu peristri) maka janganlah kamu peristri mereka, dan takutlah pada 

perilaku tidak adil kepada istri, dan janganlah menikahi dua, tiga, atau 

empat perempuan yang kamu merasa tidak dapat berlaku adil kepada 

mereka. Jika kamu masih khawatir tidak dapat memenuhi hak eorang 

istri, maka cukuplah bagimu hamba sahaya saja yang kamu miliki. 

c. Mampu memberi nafkah 

Seorang suami yang hendak berpoligami hendaknya memikirkan 

masalah mengenai nafkah, baik yang bersifat batin (penyaluran nafsu 

                                                           
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 123. 
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syahwat, hubungan biologis) maupun kebutuhan yang bersifat lahiriyah 

yang menyangkut seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain 

nafkah batin seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus 

mempunyai persiapan yang matang dalam bidang finansial atau materi. 

Sebab seorang suami mempunyai tanggungan memberi nafkah terhadap 

istri dan anak-anaknya, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. 

Apabila dari segi materi dianggap kurang mampu maka lebih baik satu 

istri saja. 

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan seorang 

perempuan atau lebih jika dia tidak mampu memberi nafkah secara 

berkesinambungan, karena Rasulllah saw bersabda:  

 “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah 

diantara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat 

menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum 

mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu perisai”.22 

 

5. Alasan Poligami 

Seorang laki-laki pada dasarnya hanya boleh mempunyai seorang 

istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan 

bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan 

agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama 

diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan (UUP). 

                                                           
22 Arij ‘Abdurrahman As-Sanan, Memahami Keadilan Dalam Poligami (Jakarta: PT. Globalmedia 

Cipta Publising, 2003), 33. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 

 

 

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi izin kepada 

soerang suami yang beristri lebih dari satu apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Dari ketiga alasan di atas menimpa pasangan suami-istri, kehampaan 

di dalam rumah tangga akan menerpanya. Misalnya istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu laju bahtera rumah 

tanga. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan 

perkawinan, namun akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak 

terpenuhi. Demikian juga jika istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan. 

Demikian halnya ketika istri tidak dapat memberikan keturunan, 

tidak semua pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan 

keturunan memilih jalan alternatif untuk berpoligami. Mereka juga kadang 

menempuh cara dengan mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin 

berpoligami adalah wajar, karena berkeluarga tanpa memiliki anak 

tidaklah lengkap.23 

Berikut alasan diperbolehkannya poligami dalam Islam, antara lain: 

a. Poligami merupakan sunnah Rasulullah saw dan mempunyai landasan 

teologis yang jelas yakni pada ayat 3 surah An-Nisa’. Karena itu, 

                                                           
23 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 171. 
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melarang poligami berarti melarang yang mubah atau dibolehkan Allah 

swt, dan itu berarti menentang ketetapan Allah. 

b. Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dalam kondisi 

seperti ini, poligami dipandang sebagai “hak” bagi para perempuan 

yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan yang telah menikah. Membiarkan seorang wanita tanpa 

suami, berati membiarkan wanita tersebut melawan fitrahnya sebagai 

wanita yang tidak mungkin melepaskan diri dari laki-laki. 

c. Karena Istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit 

disembuhkan, sehingga belum dapat memberikan keturunan bagi 

suaminya.24 

d. Perbedaan masa subur laki-laki terhitung dari usian baligh sampai 

sekitar kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan masa subur wanita 

berhenti di sekitar usia kurang lebih empat puluh sampai empat puluh 

lima tahun. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya berkisar tiga 

puluh tahun. Padahal, jumlah perbedaan itu merupakan periode usia 

yang baik untuk menambah generasi muslim yang berkualitas.  

e. Allah swt telah memberikan dalam bidang seksuan kepada seorang laki-

laki sehingga terjadi suami tidak merasa puas dengan hanya seorang 

istri untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya, seperti ketika diwaktu 

istrinya sedang mengalami haid dalam watu yang cukup lama. 

                                                           
24 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama, 2004), 

49. 
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f. Poligami memberikan kesempatan kepada perawan tua, janda-janda 

yang diceraikan. 

6.  Hikmah Poligami 

Demi kebaikan manusia dan umat Islam mensyariatkan poligami, 

namun berpoligami bukanlah wajib, dengan larangan berpoligami akan 

timbul dampak negatif terhadap kaum wanita, kehidupan yang sulit diatasi, 

salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkecil dampak negatif itu 

ialah dengan memberikan beberapa ketentuan dan etika Islam yang 

berkaitan dengan poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-

Baqarah 185. 

 يرُيِدُِاللَّهُِبِكُمُِالْيُسْرَِوَلَاِيرُيِدُِبِكُمُِالْعُسْرَِ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu”.25 

 

Sebagai umat Islam yang patuh terhadap ajaran-ajarannya, harus 

yakin bahwa  segala sesuatu pasti mengandung kemaslahatan, dan semua 

hukum-hukum Allah mengandung kebaikan. Demikian halnya dalam 

poligami bagi laki-laki pasti di dalamnya mengandung kemaslahatan dan 

kebaikan apabila dilakukan sesuai dengan konsep-konsep dan ajaran 

agama Islam dalam berpoligami.26 

Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung didalam 

poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut 

memperhatikannya. Diantara hikmah-hikmahnya ialah: 

                                                           
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 86. 
26 M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, Poligami Dimata Islam (Surabaya: Putra Pelajar, 2011), 167. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 

 

 

a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada umat manusia, 

dengan diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai 

dengan empat orang istri. 

b. Islam sebagai agama yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk 

melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh 

umat manusia. Hal ini tidak akan terwujud apabila jumlah penduduknya 

sedikit. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada 

keluarga yang besar pula, dan jalan untuk mendapatkan jumlah yang 

besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau 

alternatif lain yaitu dengan cara berpoligami. 

c. Negara merupakan pendukung bagi agama, seringkali negara 

menghadapi peperangan yang menyebabkan banyak warga 

penduduknya meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang 

memperhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang 

baik untuk mengurusi janda-janda tersebut kecuali dengan menikahi 

mereka. Dengan cara ini maka akan dapat memperbanyak keturunan 

dan poligami merupakan solusi atau menjadi jalan keluar dalam 

permasalahan tersebut.27 

Mengenai hikmah diizinkannya berpoligami (dalam keadaan darurat 

dengan syarat berlaku adil) antara lain: 

a. Agar mendapatkan keturunan bagi suami subur dan istri mandul. 

                                                           
27 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat...,370. 
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b. Agar menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun 

istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Agar menyelamatkan suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak. 

d. Agar menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di 

daerah yang jumlah wanitanya lebih banyak dari pada laki-lakinya.28 

Demikian hikmah-himah poligami yang mempunyai hakikat yang 

besar bagi umat manusia, yang sebenarnya poligami dalam Islam itu 

tidaklah wajib, juga bukan sunnah namun hanya diperbolehkan saja 

dengan tujuan untuk kebaikan umat manusia. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan poligami adalah 

untuk kemaslahatan umat. Walaupun demikian, sebagaian masyarakat 

masih menentang praktik poligami ini. Padahal tujuan dari dibolehkannya 

poligami secara umum ialah untuk memelihara hak-hak wanita, 

memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami 

yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.29 

7. Tujuan Poligami 

Berbicara tentang poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang 

dilakukan Rasulullah Saw. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya 

bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melaikan untuk membantu 

menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian 

menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap 

                                                           
28 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat...,139. 
29 Muh. Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia 

(Makasar: Alauddin University Press, 2011), 63. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 

 

 

perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan 

yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi 

serta tidak menguntungkan secara ekonomi. 

Selama hidupnya Rasulullah Saw tidak pernah menikahi perempuan 

yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada 

usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan 

sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke 

dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya 

bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari 

semua itu. Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk 

menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia 

ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak 

akan digunakan kecuali dalam kondisi tertentu atau mendesak. 

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada 

satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah 

masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan 

tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.30 

 

B. Pandangan Ulama’ Tentang Poligami 

1. Pandangan Imam Syafi’i 

 Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa 

seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan 

                                                           
30 Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta: Sinar Grafika Offet, 

2009), 184. 
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kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang 

sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil 

tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil. 

 Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang 

menjadi dasar hukum poligami, Imam Syafi’i berkata: Pembicaraan pada 

ayat itu ditujukan kepada orang-orang merdeka, berdasarkan firman-Nya, 

“Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki” 

(An-Nisa’ ayat 3). Sebab, tidak ada yang memiliki selain orang merdeka. 

Begitu pula dengan firman-Nya, “Yang demikian itu lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya” (An-Nisa’ ayat 3). Sesungguhnya yang berbuat 

aniaya hanyalah orang yang memiliki harta, sementara budak tidak 

memilki harta. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bahwa Umar 

bin khattab berkata, “Laki-laki budak boleh menikahi dua wanita”. 

 Imam Syafi’i berkata, laki-laki tidak boleh menikahi wanita lebih 

dari dua orang, demikian semua orang yang kemerdekaannya belum 

semprna. Hukum budakyang menikahi lebih dari dua wanita, sama 

seperti hukum laki-laki yang menikahi lebih dari empat orang wanita, 

maka saya katakan “Pernikahan yang terakhir harus dipisahkan, yakni 

istri yang kelima dan seterusnya”. Demikian pula harus dipisahkan istri 

budak yang lebih dari dua.31 

 Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Rofi’i dalam kitab 

I’anah al-Tholibin menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan 

                                                           
31 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), 384. 
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dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian (ta’liq) 

atau syarat pada awalnya diperbolehkan, didalam kitab tuhfah disebutkan 

bahwasanya pada awalnya ada keringanan (rukhsah) bagi yang terpaksa, 

kemudian ketika pada perang khaibar diharamkan, pada tahun fatikh atau 

sebelum ditentukannya haji wada’, kemudian diharamkan selamanya 

sesuai dengan nash yang jelas (sharih) ketentuan syariat, dan terus 

menerus setelah itu diharamkan sampai hari kiamat.32 

2. Pandangan Imam Ghazali  

 Imam Ghazali terkenal sebagai ulama yang sering membela kaum 

wanita. Dalam bukunya, Nahwu al-Tafsir al-Maudu’I li Suwari Al-

Quran, beliau membahas isu poligami dengan amat terperinci. Menurut 

Imam Ghazaly poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak 

seperti di Barat yang lelakinya mempunyai satu isteri yang sah tetapi 

isteri haramnya sampai sepuluh. 

 Dalam Islam, lelaki bujang yang tidak mampu berkawin dianjurkan 

berpuasa, soalnya bagaimana pula lelaki yang tidak mampu berpoligami? 

Menurutnya orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, dia tidak akan 

mampu berlaku adil. Ghazali melihat dalam pernikahan tidak boleh ada 

paksaan. Oleh karena itu, wanita bebas untuk menerima ataupun menolak 

untuk dimadu.33 

 

 

                                                           
32 Imam Nawawi dan Imam Rofi’i, I’anah al-Tholibin Juz 3 (Semarang: Toha Putra), 278. 
33 Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Internasional Journal of 

Child and Gender Studies, No. 1 Vol. 1 (Maret, 2015), 31. 
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3. Pandangan Quraish Shihab 

 Dalam pandangan Quraish Shihab, surat al-Nisa’ ayat 3 memang 

menjadi dasar kebolehan berpoligami. Namun, keberadaan ayat tersebut 

sering disalah pahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya, ayat 

tersebut diturunkan bukan untuk membuat satu peratuan tentang 

poligami, mengingat poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh 

syariat agama dan adat-istiadat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut 

tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara 

tentang diperbolehkannya poligami. Poligami merupakan pintu darurat 

kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak 

ringan. 

 Lebih lanjut, Qurais Shihab memaparkan bahwa pembahasan 

poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan 

buruknya. Poligami juga harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan 

hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga, sebagai 

agama yang berlaku setiap waktu dan kondisi, agama islam wajar 

mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa diterapkan pada suatu 

kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya sebuah 

kemungkinan. 

 Seorang istri mungkin saja dapat mengalami kemandulan atau 

mengalami penyakit parah sehingga tidak dapat melayani suami secara 

utuh. Dalam menghadapi kemungkinan semacam ini, tentu suami 

memerlukan penyaluran biologis yang paling ideal, yakni dengan 
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berpoligami. Dengan demikian, surat al-Nisa’ ayat 3 tidak bisa dipahami 

sebagai sebuah anjuran untuk melakukan berpoligami, apalagi sebuah 

kewajiban. Poligami atau tidak, semua diserahkan pada msing-masing 

suami bedasarkan pada  pertimbangannya. Al-Qur’an hanya memberikan 

wadah, selain banyak wadah-wadah lain yang memiliki syarat lebih 

ringan daripada poligami.34 

4. Pandangan Muh. Abduh 

 Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan 

yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan 

benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan 

poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil, ini 

merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap 

bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi 

kasih sayangnya secara adil. 

 Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, apabila dalam 

keadaan darurat saja, misalnya si isteri ternyata mengalami kemandulan 

(tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang 

menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang 

isteri.35 

 

 

                                                           
34 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudu’i atas Berbagai Persoalan Umat 

(Jakarta:  Mizan, 1998), 199. 
35 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100. 
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5. Pandangan Masjfuk Zuhdi 

 Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami 

lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya, 

karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati 

dan suka mengeluh. 

 Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika 

hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, poligami bisa menjadi 

sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami 

dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik 

antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum 

asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami 

akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka 

mengeluh dalam keluarga. 

 Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan 

mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki 

dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu 

ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. 

 Di kalangan para fuqaha, apabila pasangan kita mengalami mandul 

atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah 

itu suami yang menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami 

dengan cara yang ma’ruf, baik proses maupun sikap istri untuk mendapat 

dukungan. Artinya ia boleh melakukan poligami jika ia mau, dengan 
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sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang 

merasa disakiti, dengan demikian poligami diperbolehkan.36 

 Selain itu, poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk 

kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. 

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur, ia memahami ayat 

tersebut bahwa Allah swt bukan hanya sekedar memperbolehkan 

poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua 

syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan 

keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus 

terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. 

Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah 

poligami menjadi gugur.37 

 Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih 

paling tidak memliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup 

untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, 

harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus 

diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak lain.38 

 

                                                           
36 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989), 1. 
37 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Yogyakarta: Elsaq, 2004), 428.   
38 Abdul Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah (Jakarta: Rajawali Press, 

2002), 192. 
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BAB III 

HUKUM BERPOLIGAMI YANG BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK 

LALU MENCERAIKANNYA DALAM HASIL KEPUTUSAN BAḤSUL AL-

MASĀ’IL  NAHDLATUL ULAMA KOTA SURABAYA 

  

A. Gambaran Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya 

dan Baḥsul Al-Masā’il 

 

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya 

 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, disingkat PCNU adalah istilah 

kepengurusan Nahḍatul Ulamā’ di tingkat Kota atau Kabupaten.  

Kelahiran NU pada dasarnya merupakan muara panjang sejumlah ulama 

pesantren di awal abad ke-20 yang berusaha mengorganisasikan diri dan 

berjuang demi melestarikan budaya, keagamaan dan tradisi lokal kaum 

muslimin, di samping kesadaran untuk ikut mengobarkan semangat 

nasionalisme guna menentang segala bentuk penjajahan, di mana pada 

waktu itu tekanan pemerintah colonial dirasakan sudah melewati batas 

kemanusiaan.1 

 Sejarah kelahiran  NU diawali dengan didirikannya Nahdlatul 

Wathan (Kebangkitan Jiwa Kebangsaan) oleh KH. Abdul Wahab 

Hasbullah pada tahun 1916 di Kota Surabaya. Kemudian KH. Abdul 

Wahab Hasbullah mendirikan Tashwirul Afkar (Dinamika Pemikiran) 

bersama KH. Dahlan Ahyat di Kota yang sama. Tashwirul Afkar 

mengkhususkan diri pada pendidikan agama yang berbasis pada 

                                                           
1 LDNU, Potret Gerakan Dakwah NU, Hasil Muskernas IV Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama 

(Jakarta: PP LDNU Publishing, 2007), 4. 
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pendidikan pondok pesantren (al-ma’hadiyah). Kedua lembaga tersebut 

sebagai wahana pendidikan sekaligus perjuangan. Kemudian pada tahun 

1918 KH. Abdul Wahab Hasbullah juga melopori pendirian Nahdlatul 

Tujjar (Kebangkitan Ekonomi), sebuah lembaga ekonomi yang kemudian 

diketuai oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha 

bersama. 

 Dalam perjalanan sejarah NU, keberadaan kantor NU ini sangatlah 

penting, sebab selain menjadi tempat untuk menyimpan berbagai arsip 

serta menjalankan rapat penting, kantor ini menjadi simbol eksistensi 

NU. 

 Dengan kata lain, bagaimanapun keadaannya kantor ini harus tetap 

ada. Ini dibuktikan, ketika beberapa kali Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) terpaksa memindahkan kantornya, karena terjadi 

peperangan di Surabaya atau saat terjadi gangguan keamanan akibat 

pemberontakan PKI atau FDR di Madiun tahun 1948. Sejak berpindah 

karena beberapa faktor, kemudian kantor HBNO yang berada di 

Surabaya, tepatnya di Jl. Bubutan gang VI No. 2 menjadi kantor 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya. 

2. Struktur Kepengurusan 

Berikut struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Surabaya:  

a.  PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Pusat.  

b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.  
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c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten 

atau kota, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) 

untk luar negeri.  

d. MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat 

kecamatan.  

e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kelurahan 

atau desa. 

Struktur Susunan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Surabaya Masa 

Khidmat 2015-2020 : Lembaga Kepengurusan NU: 

a.  Mustasyar (Penasehat) terdiri dari: 

1) KH. DR. Asep Saifuddin Chalim, MA 

2) KH. Ahmad Dzul Hilmi 

3) KH. Ahmad Maghrobi Chojadi  

4) KH. Minanur Rahman Al-Ishaq 

5) KH. Azmi Nawawi 

b.  Syuriah (Pimpinan Tertinggi) terdiri dari:  

1) Rais Aam  : KH. Mas Sulaiman Nur 

2) Wakil Rais Aam  : KH. M. Ashar Shofwan, M.PdI 

3) Beberapa Rais   : a) KH. Ahmad Sholeh Sahal 

      b) KH. Abdul Bari 

                c) KH. M. Qodli Syafi’i 

      d) KH. Hasyim Rowi  

      e) KH. Dr. Imam Ghozali Said 
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4) Katib Aam   : KH. Mas Mahfud 

5) Beberapa Wakil Katib : a) KH. Moch. Ma’ruf Khozin 

      b) KH. Drs. Djunaidi A. Syakur 

      c) KH. Muzadi Yamani 

      d) Ust. Rahmat Ikhya’, M.HI 

      e) KH. Luthfi, S.Ag 

6) A’wan   : a) KH. Mas Zubair 

    b) KH. Imam Hambali 

    c) KH. Machfud 

    d) KH. Abdul Qasim 

    e) KH. Abdul Qasim H. Mansur, SH 

c.  Tanfidziyah (Pelaksana) terdiri dari: 

1) Ketua Umum   : DR. H. A. Muhibbin Zuhri, M.Ag 

2) Wakil Ketua   : H. Solichin Hasan, M.HI 

3) Sekretaris  : H. Moch. Hamzah, ST., MM. 

4) Beberapa Wakil Sekretaris : a) Moch. Faisol Ramelan 

              b) Drs. Abdul mujib HU 

              c) Kasnol Hadi 

              d) H. Mas Kamil Thobroni 

                         e) H. Abdul Ghofar, S.Pd., S.Ag 

5) Bendahara   : Drs. HM. Nasrulloh Azis 

6) Wakil Bendahara : a) H. Ahmad Yani 

      b) Drs. Esc. H. Abd. Halim 
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      c) H. Kaswi 

      d) HM. Agus Diar 

      e) H. Wasik2 

3. Pembagian Koordinasi Bidang Dan Wilayah. 

Adapun pembagian koordinasi bidang Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama Surabaya Masa Khidmat 2015-2020 adalah sebagai berikut: 

No Bidang Posisi Nama Jabatan Perangkat 

1 Kebijakan 

Umum dan 

Pembinaan 

Badan 

Otonom  

 KH. Mas Sulaiman Nur 

KH. Mas Machfud  

DR. H. A. Muhibbin 

Zuhri, M.Ag 

H. Moch. Hamzah ST, 

MM. 

Drs. HM. Nasrullah Azis 

Rais 

Katib 

Ketua 

 

Sekretaris 

 

Bendahara 

Umum 

2 Pengemban

gan 

Dakwah 

dan Budaya 

NU 

Penanggung 

Jawab 

Koordinator 

 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

 

Anggota 

KH. Ahmad Sholeh Sahal  

KH. Muzaki Yamani 

H. Sholichin Hasan M. 

HI.  

Teguh Rahmanto ST. 

H. Fatchul Mujib  

Drs. H. Sulaiman Sulaimi 

HM. Agus Dira  

 

M. Rifai, SE 

Wakil Rais 

Wakil Katib 

Wakil Ketua 

 

Wakil Sekretaris 

A’wan 

A’wan 

Wakil 

Bendahara 

Wakil Sekretaris 

LDNU 

LTNU 

LTMNU 

 

LESBUMI 

JQWH 

Pagar Nusa 

3 Pengemban

gan 

Pendidikan 

Penanggung 

Jawab 

Koordinator 

KH. DR. Sahid HM., MA 

KH. M. Qodli Syafi’i 

Drs. H. Musyafak 

Wakil Rais 

Wakil Rais 

Wakil Ketua 

LP. Ma’arif 

LPTNU 

RMI 

                                                           
2 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 

30/A.II.04.d/12/2015 tentang Pengesahan PCNU Kota Surabaya Masa Khidmat 2015-2020 

(Jakarta: 2015). 
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NU Sekretaris 

Anggota 

 

Anggota 

Anggota 

Moch. Faisol Ramelan 

KH. Drs. Djunaidi A. 

Syakur 

KH. Imam Hambali Drs. 

H. Muchit Syarif 

Wakil Sekretaris 

Wakil Katib 

 

A’wan 

Wakil Ketua 

IPNU 

IPPNU 

 

PERGUNU 

4 Pengemban

gan 

Perekonom

ian NU 

Penanggung 

Jawab 

Koordinator 

Sekretaris 

Anggota  

Anggota 

 

Anggota 

KH. Hasyim Rowi 

KH. Mas Zubair  

H. Ulya Abdullah  

Abdul Mujib  

KH. Machfud  

Drs. Ec. H. Abdul Halim  

 

H. Kaswi 

Wakil Rais 

Wakil Rais 

Wakil Ketua  

Wakil Sekretaris 

A’wan 

Wakil 

Bendahara 

Wakil 

Bendahara 

LPNU 

LPPNU 

GP Ansor NU 

KOPERASI 

5 Kesehatan 

dan 

Kesejahtera

an Umat 

NU 

Penanggung 

Jawab 

Koordinator 

Sekretaris 

Anggota 

 

Anggota 

Anggota 

KH. M. Munif, MM  

KH. Farochi  

Drs. H. Arif Hanafi, AH.  

Kasno Hadi  

Ust. Rahmat Ikhya’, 

M.HI.  

KH. Abdullah Qosim  

H. Asyik Ismoyo, SH., 

Wakil Rais 

Wakil Rais 

Wakil Ketua 

Wakil Sekretaris 

Wakil Katib 

 

A’wan 

A’wan 

LKNU 

LKKNU 

LAZISNY 

LP BINU/SER 

Muslimat NU 

 

Fatayat NU 

6 Pengemban

gan SDM 

NU 

Penanggung 

Jawab 

Koordinator 

 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

KH. Musta’in Zaini  

KH Abu Bakar Assegaf 

KH. DR. Imam Ghozali 

Said  

Rahmat Suhariyanto  

KH. Luthfi S.Ag.  

H. Mansur SH  

KH. Ishaq Muslich  

H. Muhammad Yazid, 

M.SI. 

 

Wakil Rais 

Wakil Rais 

Wakil Rais 

 

Wakil Sekretaris 

Wakil Katib 

A’wan 

A’wan 

Wakil Ketua 

Lakpesdan 

Majalah/Pener

bitan 

 

ISNU 
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7 Pengemban

gan 

ASWAJA 

NU 

 

Penanggung 

Jawab 

 

 

Koordinator 

 

Sekretaris 

Anggota 

 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

KH. Drs. Murtadho 

Ghoni  

KH. M. Asyhar Shofwan, 

M.PdI.  

KH. M. Ali Maghfur, 

S.PdI.  

KH. Abdul Ghofar  

KH. Moch. Ma’ruf 

Khozin  

KH. Abdul Barri  

M. Sholahuddin Azmy 

Zainal Arifin, QH  

Wakil Rais 

 

Wakil Rais 

 

Wakil Katib 

 

Wakil Sekretaris 

Wakil Katib 

 

Wakil Rais 

Wakil Ketua  

Wakil Ketua 

LBMNU 

 

LFNU 

 

Aswaja NU 

 

Center 

JATMAN 

8 Pengemban

gan 

Advokasi 

dan 

Optimalisas

i Aset NU 

Agenda 

Penanggung 

Jawab 

 

Koordinator 

 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

 

Anggota 

KH. Abd. Thawan 

Chudhori  

KH. Fauzi Efendi  

H. Ahmad Yani  

 

H. Mas Kamil Thobroni 

DR. Hadi Subchan  

H. Wasik  

 

DR. Syarif Thoyib, M.SI  

H. Abdul Rosyid 

Wakil Rais 

 

Wakil Rais 

Wakil 

Bendahara 

Wakil Sekretaris 

A’wan 

Wakil 

Bendahara 

A’wan 

Wakil Ketua 

LPBH NU 

 

LWP NU 

SARBUMUSI 

Sumber: Data PCNU Kota Surabaya3 

4. Baḥsul Al-Masā’il 

 Baḥsul al-masā’il adalah suatu forum diskusi yang membahas 

masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ketemu solusinya. 

Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, 

budaya dan masalah-masalah lain yang telah berkembang di masyarakat. 

                                                           
3 Data Terlampir 
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Masalah tersebut dicarikan solusinya yang diambil dari al-Qur’an, 

hadits, ijma’ (Kesepakatan Ulama’) dan kitab-kitab ulama’. Kegiatan ini 

kemudian diberi wadah tersendiri yaitu lembaga baḥsul al-masā’il. Yang 

disingkat LBM yang bertugas menampung, membahas dan memecahkan 

permasalahan-permasalahan keagamaan yang konseptual dan masalah-

masalah aktual yang memerlukan kepastian hukum.4 

Forum ini biasanya diikuti oleh syuriah dan para ulama’ NU yang 

berada diluar struktur organisasi, termasuk didalamya para pengasuh 

pondok pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan 

kejadian-kejadian yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan 

oleh anggota masyarakat dan diajukan oleh syuriah oleh organisasi atau 

perorangan. Masalah-masalah itu setelah diiventaris oleh syuriah lalu 

diadakan sekala prioritas pembahasanya dan apabila dalam pembahasan 

itu terjadi kemacetan, maka akan diulang pembahasanya dan kemudian 

dilakukan tingkat organisasi yang lebih tinggi: Dari Ranting ke Cabang, 

dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah Kepengurus Besar dan dari PB ke 

Munas dan pada akhirnya ke-Muktamar.5 

Secara historis, forum baḥsul al-masā’il sudah ada sebelum NU 

berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang 

melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO 

(Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat 

hasil, baḥsul al-masā’il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh 

                                                           
4 Pasal 16 ayat 4 huruf 1, Bab V tentang Perangkat Organisasi. Anggaran Rumah Tangga NU. 
5 MA. Sahal Mahfudz, Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU. 14. 
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antar para ulama’. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu 

seterusnya.6 

Dalam pengkajian fiqh, terutama dalam baḥsul al-masā’il NU 

menganut aliran bermadzhab, yaitu mengikuti salah satu dari salah satu 

imam mujtahid, diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‟i 

dan Imam Hanbali. Menurut Hasyim Asy’ari dengan mengikuti 

pendapat empat imam madzhab akan mendapatkan kemaslahatan bagi 

umat Islam yang tidak terhitung bagi umat Islam, sebab hukum Islam 

tidak akan dapat dimengerti melalui pengambilan dan pemindahan 

hukum Al-Ahkam Istinbath. Al-Ahkam Istinbath untuk mencapai 

kebenaran harus mengenali pendapat-pendapat sebelumnya  supaya 

tidak keluar dari ijma’.  Dalam Undang-undang Dasar NU disebutkan 

bahwa barang siapa menyebutkan ilmu yang  tidak  menyebutkan 

sanadnya dia seperti pencuri.7 

 

B.  Hasil Keputusan Lembaga Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 

2006 No 13. 

Poligami adalah salah satu hal dalam perkawinan yang kerap menjadi 

persoalan yang sudah lama terjadi, poligami pun biasanya dipandang oleh 

masyarakat dengan sangat kontroversi, ada yang memandang sebagai suatu 

hal yang biasa dan ada juga yang memandangnya sebagai suatu masalah. 

                                                           
6 Ibid., 14-15. 
7 M. Muhsin Jamil, Nalar Islam Nusantara, Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, 

dan NU (Jakarta: Dirdiktis Dirjend Pendis, 2007), 363. 
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Bagi mereka yang Pro terhadap poligami biasanya menanggapi poligami 

merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, yang memiliki esensi ibadah. Lain 

halnya bagi mereka yang kontra biasanya beranggapan poligami merupakan 

hal yang dianggap diskriminatif dan melecehkan perempuan. 

Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya berpendapat, 

poligami bukanlah sesuatu yang wajib melainkan kebolehan saja (halal) 

tetapi dengan atau melalui proses ridha atau memperoleh izin dari sang istri, 

tidak serta merta sang suami begitu saja meninggalkan istri pertama,8 

sebagaimana dalam surat An-Nisa’ ayat 3: 

ِوَثُلََثَِوَربُاَعَِِۖفَِإِنِْ ِفاَنْكِحُواِمَاِطاَبَِلَكُمِْمِنَِالنِ سَاءِِمَنـْنَىِ  ِتُـقْسِطوُاِفِيِالْيـَتَامَىِ  تُمِْأَلاَّ ِْ وَإِنِْخِ
ِتَـعُولُوا ِأَلاَّ ِأدَْنَىِ  لِكَ ِذَِ  ِأيَْمَانكُُمِْۚ ِمَلَكَتْ ِمَا ِأَوْ ِفَـوَاحِدَة  ِتَـعْدِلُوا ِأَلاَّ تُمْ ِْ  خِ

 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 

empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat  berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.9 

 

Di dalam kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang telah 

bertahun-tahun mengarungi rumah tangga, namun tidak dikaruniai seorang 

anak, meskipun sudah berusaha dengan berbagai macam cara, sehingga sang 

istri menyarankan suaminya agar berpoligami dengan tujuan memperoleh 

keturunan. Namun sang istri memberikan satu syarat, setelah mendapatkan 

anak dari istri ke dua nanti, suami diminta untuk menceraikan istri kedua 

                                                           
8 M. Ali Maghfur, Wawancara, Surabaya, 18 Juni 2019. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Mahkota, 1989), 123. 
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tersebut, karena memang tujuan pernikahan tersebut tidak lain hanya agar 

memperoleh anak. 

Menurut penjelasan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya 

tentang hukum berpoligami dengan tujuan untuk memperoleh anak lalu 

menceraikannya selama persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad, maka tidak 

apa-apa. Dan suami menepati janjinya untuk menceraikan istri yang kedua, 

hukumnya adalah sunnah muakkadah. 

Dasar pengambilan hukum diambil dari kitab (I’anah al-Thalibin, 

III/278). 

ِعَلَىِمَعَِتَـعْلِيْقٍِاَيِْوَلَاِيَصِح ِالمَعْطوُِْوْلهُُِوَلاَِمَعَِتأَْقِيْتٍ:قِـَ ِوَِحَيْثُِِعِشِقاَلَِحُِمَعَِتَـوْقِيْتِهِ,نِ كَاِف   
بَِلَكِِهُِفِيِالْعَقْدِلَمِْيَضُرَّلَِضَارَّلَيْهِِقَـبْلُِوَلَمِْيَـتـَعَِعَِتَـوَافَـقَاعَقْدُامََّالَوِْقَعَِذَلِكَِفِيِالص لْبِِالِْ هَتُهُِغِِيكَِرَانِْيَـنـْ  

“Tidaklah sah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan cara 

menggantungkan nikah dengan suatu kejadian (ta’liq), atau dengan 

memberi batas waktu pernikahan (mut’ah), kawin kontrak. Syaikh Ali 

Syibramulisi mengatakan: “(ketidak absahan) itu terjadi apabila 

penentuan masanya disebutkan dalam akad nikah. Apabila (calon) suami-

istri bersepakat sebelum akad nikah, untuk menikah dalam waktu 

tertentu, dan mereka tidak menyinggungnya dalam akad, maka 

pernikahannya tetap sah, namun sepantasnya hal itu dihukumi makruh”. 

(I’anah al-Thalibin, III/278). 

 

(Qala’idu al-Kharair, I/656):  

كَِّدَةِ باِمَسْئـَلَة :ِالْوَِفاَءُِ دَةِ شَدِيِْةِ خْلََفهُُِمِنِْغَيْرضَِرُوْرةٍَكَراَهَِِاَِقَـوْمٍِفَـيُكْرهَُِجِبَة ِعِنْدَِوَوَالْوَعْدِِسُنَّة ِمُتَأَ  
“(Masalah) menepati janji adalah sunnah muakkad, sedangkan menurut 

sebagian para ulama’ adalah wajib. Dan hukum ingkar janji adalah 

makruh, (bila) tidak ada faktor darurat”.(Qala’idu al-Kharair, I/656).10 

 
Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya berpendapat, 

konteks pertama yang harus dilihat adalah hukum pernikahannya, hukum 

                                                           
10 M. Sa’dullah SM, Keputusan Hukum Islam Aktual (Surabaya: LBM PCNU Kota Surabaya, 

2010), 63. 
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berpoligami itu bagaimana, jadi hukum menikahnya boleh dengan tujuan 

memperoleh anak itu boleh, karena bagian dari maqāṣid al-sharīʿah  atau 

tujuan salah satunya ialah menjaga keturunan (ḥifẓu al-nasl). akan tetapi 

dengan catatan, perceraian setelah memperoleh anak itu tidak disebutkan di 

dalam akad, kalau disebutkan di dalam akad maka tergolong nikah mut’ah.11 

                                                           
11 M. Ali Maghfur, Wawancara, Surabaya, 18 Juni 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM BERPOLIGAMI 

YANG BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK LALU MENCERAIKANNYA 

DALAM HASIL KEPUTUSAN BAḤSUL AL-MASĀ’IL NAHDLATUL 

ULAMA KOTA SURABAYA DI YAYASAN TORIQUL JANNAH PAKAL 

BENOWO SURABAYA 31 JANUARI 2006 NO.13 

 

A.  Analisis Terhadap Hukum Berpoligami yang Bertujuan Memperoleh Anak 

Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul 

Ulama Kota Surabaya 

 

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang menjadi dambaan pada 

semua makhluk Allah. Menyatukan antara laki-laki dan perempuan ialah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Agar nantinya akan memberikan 

sebuah keturunan yang akan terus berkembang. Pada umumnya perempuan 

berharap ia akan menjadi istri pertama dan terakhir bagi suaminya, menjadi 

satu-satunya yang menyayangi dan disayangi suaminya, dengan kata lain di 

suatu waktu nanti suami tidak akan menikah lagi dengan wanita lain. Akan 

tetapi, dalam kenyataannya, suatu keinginan dan harapan tidak dapat 

terpenuhi seutuhnya, dan seiring berjalannya waktu, banyak wanita yang 

harus menerima kenyataan suami menikah lagi dengan perempuan lain atau 

berpoligami. 

Poligami ialah apabila seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu 

istri. Atau seorang laki-laki  beristri lebih dari satu orang, akan tetapi dibatasi 

maksimal empat orang. Poligami di dalam al-Qur’an  disyaratkan tentang 
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suami harus berlaku adil kepada istri-istri mereka Islam  membolehkan 

poligami dengan batasan atau syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Maksimal Empat Orang 

Dalam ajaran Islam hanya diperbolehkan seorang laki-laki boleh 

melakukan poligami maksimal dengan empat orang istri saja. 

2. Adil Terhadap Semua Istri 

Allah swt telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin 

berpoligami hendaknya agar belaku adil. 

3. Mampu Memberi Nafkah 

Suami yang hendak berpoligami hendaknya memikirkan masalah 

mengenai nafkah, baik yang bersifat batin (penyaluran nafsu syahwat, 

hubungan biologis), maupun kebutuhan yang bersifat lahiriyah yang 

menyangkut seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 

Berbicara mengenai poligami dengan alasan istri mandul dalam 

tinjauan hukum Islam, tentu tidak lepas dari pendapat para ulama. 

Menurut Qurais Shihab memaparkan bahwa pembahasan poligami tidak 

hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan buruknya. Poligami juga 

harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi 

yang mungkin terjadi. Sehingga, sebagai agama yang berlaku setiap waktu 

dan kondisi, agama islam wajar mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa 

diterapkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya 

sebuah kemungkinan. 
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Seorang istri mungkin saja mengalami kemandulan atau mengalami 

penyakit parah sehingga tidak dapat memberikan keturunan ataupun melayani 

suami. Dalam menghadapi kemungkinan semacam ini, tentu suami 

memerlukan pendamping yang dapat memberikan keturunan bagi suami, 

yakni dengan berpoligami. 

Sedangkan Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang 

poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya, 

karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan 

suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, 

jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, dengan demikian 

poligami bisa menjadi sumber konflik dalam sebuah keluarga. 

Menurut penjelasan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya 

dalam buku “Keputusan Hukum Islam Aktual” tentang hukum berpoligami 

dengan tujuan untuk memperoleh anak lalu menceraikannya selama 

persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad, maka tidak apa-apa, namun 

sepantasnya hal itu dihukumi makruh. 

Dasar pengambilan hukum diambil dari kitab (I’anah al-Thalibin, 

III/278). 

ِعَِمَعْطوُِْ:أْقِيْتٍِوْلهُُِوَلاَِمَعَِتَِقِـَ عَِحَيْثُِوَقَِعِشِِقاَلَِحُِمَعَِتَـوْقِيْتِهِ,كَاِيَصِح ِالن ِِلَىِمَعَِتَـعْلِيْقٍِاَيِْوَلَاِف 
بَغِِِلَمِْيَضُرَّلَهُِفِيِالْعَقْدِِاضَِلَيْهِِقَـبْلُِوَلَمِْيَـتـَعَرَّعَِفَـقَاِامََّالَوِْتَـوَاِعَقْدُِذَلِكَِفِيِالص لْبِِالِْ هُِهَتُِايكَِرَِلَكِنِْيَـنـْ  

“Tidaklah sah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan cara 

menggantungkan nikah dengan suatu kejadian (ta’liq), atau dengan 

memberi batas waktu pernikahan (mut’ah), kawin kontrak. Syaikh 

Ali Syibramulisi mengatakan: “(ketidak absahan) itu terjadi apabila 

penentuan masanya disebutkan dalam akad nikah. Apabila (calon) 

suami-istri bersepakat sebelum akad nikah, untuk menikah dalam 

waktu tertentu, dan mereka tidak menyinggungnya dalam akad, 
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maka pernikahannya tetap sah, namun sepantasnya hal itu dihukumi 

makruh”. (I’anah al-Thalibin, III/278). 

 

Di dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi 

wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu 

dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi maka dalam hukum 

Islam, peristiwa tersebut dikenal dengan pernikahan dengan niat cerai. 

Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan 

akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahanya berniat 

untuk tidak langgeng bersamanya. Sebagai contoh adalah seorang pergi ke 

luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) 

atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan 

takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk 

sementara, yaitu sampai studi atau urusanya sudah selesai. 

Sesungguhnya masalah poligami yang ditetapkan Tuhan memberikan 

persyaratan sebagaimana yang disebut diatas (dua hal), sebagai jalan keluar 

bagi persoalan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, sehingga kita harus 

melakukannya poligami tersebut takkala telah terjadi problem dan sebaliknya 

kita seharusnya meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu 

terkait erat dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Sehingga masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan 

poligami ataupun melarangnya, sebab dalam pemberlakuannya harus 

memperhatikan ada tidaknya syarat-syarat poligami itu. Akan tetapi, dalam 

kedua keadaan tersebut masyarakat haruslah tetap berpegang pada statistik 
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dan pendapat-pendapat para ahli, lalu minta pertimbangan untuk menetapkan 

poligami atau meninggalkannya. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami yang Bertujuan 

Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan Baḥsul Al-

Masā’il  Nahdlatul Ulama Kota Surabaya 

 

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, 

rasanya kurang tepat jikalau memperbolehkan poligami begitu saja, bahkan 

menjadikan Sunah hukum poligami. Salah satu alasan poligami adalah karena 

istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia 

diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat lagi 

sehat, ada yang sakit-sakitan, ada lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat, 

poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik 

manusia ini. 

Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, umumnya membenarkan 

poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapat keturunan 

dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Berbicara mengenai poligami 

dengan alasan istri mandul dalam tinjauan hukum Islam, tentu tidak lepas dari 

pendapat para ulama. 

Di kalangan para fuqaha, apabila pasangan kita mengalami mandul atau 

impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu suami 

yang menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami dengan cara 

yang ma’ruf, baik proses maupun sikap istri untuk mendapat dukungan. 
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Artinya ia boleh melakukan poligami jika ia mau, dengan sikap yang bijak 

dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti. 

Dalam dua kasus di atas, seorang suami dapat berpoligami tanpa harus 

menceraikan istri yang pertama selagi ia memelihara kehormatannya karena 

darurat dapat memperbolehkan barang yang terlarang. 

Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa poligami pada 

dasarnya melarang, kecuali dalam keadaan darurat, beberapa hal yang boleh 

dijadikan alasan berpoligami, antara lain: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Menurut keputusan baḥsul al-masā’il Kota Surabaya tentang hukum 

berpoligami yang bertujuan untuk memperoleh anak lalu menceraikannya itu 

boleh, selama persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad maka diperbolehkan, 

akan tetapi (ketidakabsahan) itu terjadi apabila penentuan masanya 

disebutkan di dalam akad nikah. Apabila (calon) suami-istri bersepakat 

sebelum akad nikah, untuk menikah dalam waktu tertentu, dan mereka tidak 

menyinggungnya di dalam akad, maka dalam pernikahan tersebut tetap sah, 

namun sepantasnya hal itu dihukumi makruh. 

Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Rofi’i dalam kitab I’anah 

al-Tholibin menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara 

menggantungkan nikah dengan suatu kejadian (ta’liq) atau syarat pada 

awalnya diperbolehkan, didalam kitab tuḥfah disebutkan bahwasanya pada 
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awalnya ada keringanan (rukhṣah) bagi yang terpaksa, kemudian ketika pada 

perang khaibar diharamkan, pada tahun fatikh atau sebelum ditentukannya 

haji wada’, kemudian diharamkan selamanya sesuai dengan nash yang jelas 

(ṣhariḥ) ketentuan syariat, dan terus menerus setelah itu diharamkan sampai 

hari kiamat. 

Dahulu pada awal mulanya ada khilaf, kemudian ulama bersepakat atas 

ke haramannya, sebagian sahabat berkata bahwa melihat rasulullah saw 

diantara tiang dan pintu, lalu beliau berkata “aku mengizinkan padamu semua 

istimta’. Ingat, sesungguhnya Allah swt mengharamkannya”, sesuai dengan 

surat ayat al-Qur’an: 

ُِرُوْجِهِمِِْقَدِْافَـْلَحَِالْمُؤْمِنُـوْنَِۙ مِْمَلَكَتِْايَْمَانُـهُمِْفاَِنّـَهُِوَاجِهِمِْاوَِْمَاىِازَِِْعَل ِ اِلاَِِِِّظوُْنَِِۙحِ ِوَالَّذِيْنَِهُمِْلِ
رُِمَلُوْمِيْنَِۚ فَمَنِِابْـتـَغِِ ِغَيـْ

ِءَِذِ ىِوَراَِ 
 
دُوْنَِِۚكَِهُمُِالْعِ ىِ لِكَِفاَوُل   

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dan orang yang 

memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau 

hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak 

tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), 

maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 

 

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri yang 

disandarkan kepada janji yang diucapkan (kaul) Ali bin Abi Tholib: 

عَةِِلنـَّهْىِِعَنِِاِلِْأُِناَدِىِباِِأَنِِْسَلَّمَِِعَلَيْهِِوَِِاللهُِصَلَّىِِاللهِِنِىِرَسُوْلُِالُِِمَرَِِلَِأَِقاَ ِابَـعْدَِحْريِْمُهَِتَوَِِِمُتـْ
َِتَِالَْمَأْمُوْنَِللِِِْمِرَِِكَانَِأُِِِأنَِْ مِْنَـعَِِقاَلُوْاِمِنِْحَدِيْثِِالز هْرىِِِِْهَذَاتَحَِْظوُْنَِِيْنَِوَقاَلَِأَِحَاضِرِِبِهَافاَلْتـَ

عَةِِ ِِراُللَّهِِناَدُوْابتَِحْريِْمِِالْمُتـْ  فَـقَالَِالْمَأْمُوْنُِأَسْتـَغِْ
Rasulullah Saw berkata kepadaku untuk menyampaikan larangan dari 

nikah mut’ah dan keharamannya setelah saya diperintahkan untuk nikah 

mut’ah, kemudian Ma’mun berkata kepada orang yang hadir apakah 

kamu bisa semua bisa menjaga hadtis Zuhri ini, para hadirin menjawab 

iya, kemudian Ma’mun berkata astaghfirullah, sampaikan pada mereka 

tentang keharaman nikah mut’ah. 
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Dilihat dari hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan dengan 

cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian (ta’liq) atau syarat 

pada awalnya diperbolehkan, kemudian diharamkan selamanya sesuai dengan 

nash yang jelas (sharih) ketentuan syariat, dan terus menerus setelah itu 

diharamkan sampai hari kiamat, dan para ulama pun bersepakat bahwa 

pernikahan yang seperti ini itu tidak diperbolehkan. 

Menurut penulis di dalam suatu pernikahan seperti yang dijelaskan di 

atas dikatakan merugikan pihak perempuan, karena pernikahan tersebut 

dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian itu 

diharamkan atau tidak diperbolehkan, dan mengenai keputusan baḥsul al-

masā’il Kota Surabaya apabila di dalam suatu pernikahan jauh lebih baik 

tidak ada perceraian, karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah 

membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan raḥmah, perceraian adalah 

perbuatan halal akan tetapi paling dibenci oleh Allah swt, meskipun tujuan 

dari poligami tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperoleh 

keturunan, agar nantinya tidak ditemukan lagi permasalahan yang seperti ini.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Poligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya itu 

diperbolehkan dalam hasil keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul 

Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo 

Surabaya 31 Januari 2006 No.13, selama (calon) suami-istri tidak 

menyebutkan persyaratan di dalam akad meskipun telah disepakati 

sebelum akad, akan tetapi sepantasnya hal itu dihukumi makruh. 

2. Poligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya 

dalam hasil keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota 

Surabaya di atas tidak sesuai hukum Islam karena poligami yang 

dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu 

kejadian (ta’liq) atau syarat diharamkan selamanya sesuai dengan 

nash yang jelas (sharih) ketentuan syariat dan para ulama pun 

bersepakat bahwa pernikahan yang seperti ini tidak diperbolehkan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran 

dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. PCNU Kota Surabaya dalam mengambil keputusan baḥsul al-masā’il 

harus menggunakan dasar-dasar hukum Islam yang benar dan 

mempertimbangan kemaslahatan dalam menegakkan hukum 

sebagaimana semestinya. 

2. Bagi orang yang ingin berpoligami seperti yang dijelaskan di atas 

seharusnya tidak merugikan pihak perempuan dengan 

menceraikannya setelah memperoleh anak karena pada dasarnya 

tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, 

mawadah dan raḥmah. 
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